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Abstrak
 

Terdapat ketidakjelasan pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan

peraturan daerah (Perda) yang dilakukan melalui harmonisai, evaluasi dan/atau fasilitasi. Secara sifat dan

tujuan pengawasan tersebut merupakan hal yang sama sehingga dalam pelaksanaannya dapat menyebabkan

pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan

pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pembentukan peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukan, terdapat dualisme

rezim pengaturan mengenai pembentukan Perda serta terdapat perbedaan kekuatan mengikat dari harmonisai

dengan evaluasi/fasilitasi yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan

efisien. Selain itu, permasalahan terkait sumber daya Perancang juga menyebabkan rancangan Perda yang

disusun masih memiliki kualitas yang rendah. Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan Perda

sebaiknya dilakukan dengan penguatan pengawassan yang bersifat preventif. Oleh karena itu, untuk

mendukung hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang mengatur mengenai pembentukan

Perda, khususnya terkait pembagian kewenangan pengawasan pemerintah pusat. Penegasan peran

Perancang, serta peningkatan kemampuan Perancang juga menjadi hal strategis terciptanya Perda yang

harmonis.

......There is vagueness in the division of authority over the central government's supervision of the regional

regulation's formation through harmonization, evaluation, or facilitation. The similarity of the authority's

nature and purpose causes ineffectiveness. This normative juridical research analyzes the synchronization

between regulations about the formation of regional law. The study discovered that there is a dualism of the

regulatory regime regarding the formation of Regional Regulations. It also has found differences in the law

binding power of harmonization and evaluation/facilitation causes ineffective and inefficient supervision.

Besides that, problems of Perancang's resources also causing the draft of regional regulations to still have

low quality. Strengthening preventive control by the central government can create harmonious regional

regulations that are in line with higher laws and regulations is the best form of supervision to be carried out

for now. So there, it is necessary to refine the regulations about the formation of regional regulations,

particularly related to the division of supervisory authority of the central government. The participation of

legal drafter (Perancang) and an ability enhancement of legal drafter is also a strategic matter to create a

harmonious regional regulation.
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